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PROVINSI SUI,AWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 2O / Kpts/ KPU-Prov-O23/ PII,GUB/ 20 1 5
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Tidak
Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
(Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 19641;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OtL, tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2075 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2O14 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2OO8 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22Tahun2OO8;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2Ol5 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2Ol5 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 565);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 565);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 567);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O15
Nomor 668);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2Ol5 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau
Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Tahun 2015
Nomor 72O);
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13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-O23/PILGUB/2015
tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 2lKptslKPU-Prov-O23lPILGUB/2015
tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-O23 IPILGUB/2015
tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit Dukungan
terhadap Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara Tahun 2015;

16. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan
Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara
Serentak Tahun 2Ol5
Nomor :47O/1898/SJ
Nomor :23lBAllV l2Ol5

1. Berita Acara Nomor: IO/BA/PILGUBlVll2OlS tentang
Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan
Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara tahun 2015, tanggal 12 Juni 2015;

2. Berita Acara Nomor: 12/BA/PIICUB/VI/2O15 tentang
Hasil Penelitian Perbaikan Jumlah Minimal Dukungan
dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara Tahun 2015, tanggal 13 Juni 2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN

CALON TIDAK MEMENUHI SYARAT DAI,AM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2015;

Menetapkan Pasangan Calon Perseorangan Berty Henry
Roeroe dan David Noldie Kambey, STh Tidak Memenuhi
Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Utara Tahun 2015 dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Jumlah minimal dukungan dan pesebarannya tidak

dapat diketahui dengan pasti karenaPasErngan Calon
tidak memasukkan formulir Model 8.2-KTIIK
Perseorangan sesuai Pasal L4 ayat (7) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015;

Menetapkan

KESATU

Memerhatikan
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KEDUA

2. Dokumen dukungan tidak dikelompokkan berdasarkan
wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2Ol5;

3. Dokumen dukungan tidak dibuat dalam 3 (tiga) rangkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 13 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

YESSYY. MOMONGAN

t,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUI.AWESI UTARA

Hukum, Teknis dan Hupmas
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